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BAB V 

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Dari analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya 

dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan menguasai 

dari negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. 

Pengakuan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang tertinggi sampai 

kepada Peraturan Daerah yakni, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,  Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 

Adapun beberapa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua yakni sebagai 

amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus maka dibentuk lembaga 

Majelis Rakyat Papua, melalui kebijakan Majelis Rakyat Papua diusulkan 

pembentukan Perdasi dan Perdasus Provinsi Papua yang secara khusus 

melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya membentuk Yayasan Bina Adat Walesi yang didirikan oleh 

masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya dengan di pimpin oleh 

A. Kesimpulan 

Daariri analisis terhadapap permasalahan yang dirumuskak n sebelumnya 

dapapatt diberikan kekesisimpmpulan ssebbagagaii bbererikikutut :: 

11. Negagarara ssebe agai lemmbabaga tertinggi yang g mem miliki kewewenenangan mmenguasai

dadariri negararaa mengakui dan menghormati hak-hak mmasyaraakakat t huhukum ada at. 

Penggaakuan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang g terttininggggi i samppai 

kekepada Peraturan Daerah yakni, Undang-Undang Dasar Negegara a KeKesaatuann  

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahhunun 1196600

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Unddang Nomomoor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undangg NNoomor 441

Tahun 1999 tentang K hehututananan, , UnUnddang-Undang Nomor 21 Tahun 22000011

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,  Peraturan Menteeriri NNeggaara

AgAgrarariria/a/BaBadadann PePertrtananahahanan Nasasioionanal l NoNomomor r 55 TaTahuhun n 19199999 ttenentang 

PePedodomaman PePennyelesaian MMasalah HHakak Ulayat MaM syararakakatat HHukukuum Adat. 

Adapun beberapa Peraturran Daerahh Khusus Provinsi Papua yakni sebagai 

amanat dari Undang-Unddang Otonnomi Khusus maka dibentuk lembaga 

Majelis Rakyat Papua, melaalui keebbijakan Majelis Rakyat Papua diusulkan 

pembentukan Perdasi dan Peerdrdasus Provinsi Papua yang secara khusus 
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ketua adat atau kepala suku adat. Tujuan dari pembentukan Yayasan Bina 

Adat Walesi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yakni menyangkut 

penyelesaian perkara melalui jalur hukum adat. Kebijakan pemerintah 

Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengenai keberadaan hak ulayat 

masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum 

adat, dituangkan dalam bentuk peta batas-batas wilayah yang diakui 

sebagai wilayah adat. Adapun kebijakan standar operasi prosedur yang 

dikeluarkan pemerintah bahwa apabila pengusaha atau investor maupun 

pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam menggunakan 

tanah ulayat untuk kepentingan umum harus ada perijinan dari masyarakat 

hukum adat. 

2. Adapun beberapa kendala dalam pengakuan hak ulayat atas hutan adat di 

Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yakni : 

a. Kendala dari segi perundang-undangan

Terdapat kendala-kendala dalam penerapan perundangan-

undangan terkait hak ulayat atas hutan adat, yakni UUPA yang 

memberikan pembatasan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, 

Undang-Undang Kehutanan yang merupakan Undang-Undang Sektoral 

telah mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat tanpa 

merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memberikan 

perlindungan hukum  terhadap hak asasi setiap manusia dalam 

bertindak. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang 

bersifat final dan mengikat namun tidak ada perubahan pasal dalam 

penyelesaian perkaraa mm lelalui jalur hhukukum adat. Kebijakan pemerintah 

Kabupaten JaJayawijaya Provinsi Papua mengennaiai keberadaan hak ulayat 

masysyaarakat hukum adaatt dadan n hahak k peperororar ngan warga mmasyarakat hukum

adat, dituangkgkanan ddalam bentuk peta bbatatasas-b-bata as wilayah yyang diakui

sebabagagai i wiw layaah h adat. Adapun kebijakan sstatandn ar oopeperarasisi prosedudur yang 

didikekeluarrkakan pemerintah bahwa apabila pengusaha aatat u ininveveststoror mauupup n

pemmerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalamam mmenenggggunakanan 

tatanah ulayat untuk kepentingan umum harus ada perijinan daari mmasasyayarrakat

hukum adat. 

2. Adapun beberapa kendala dalam pengakuan hak ulayat atas huutan adadat ddi 

Kabupaten JaJayayawiwijajayaya PProvinsi Papua,a, yyakaknini :: 

a. Kendala dari segi perundadanng--unu dangan

Terdapat kendala-kendala dalam penerapan ppererunundadangngaan-

unddangann ttererkakait hakak uulalayayatt atatas huttanan aadadat, y kak ini UUPUPAA yang 

membmbererikikan pembatasaan n terhaddaap hak ulayat mamasysyarakatat hhukukum adat, 

Undang-Undang Kehuutanan yangg merupakan Undang-Undang Sektoral 

telah mengesampingkaan n hak-hakk dasar masyarakat hukum adat tanpa 

merujuk pada Undang-UnUndangng Hak Asasi Manusia yang memberikan

perlindungan hukum terhr adap hak asasi setiap manusia dalam
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Undang-Undang Kehutanan yang mengesampingkan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat. Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat namun dalam pelaksanaanya belum 

sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat hukum adat menyangkut 

perlindungan hak ulayat atas hutan adat. Peraturan Menteri Negara 

Agraria yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat 

justru memberikan ciri-ciri terkait eksistensi dan pelaksanaan hak 

ulayat atas hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Perdasi dan 

Perdasus yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua belum 

sepenuhnya melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat. 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua membentuk Yayasan 

Bina Adat Walesi akan tetapi belum ada peraturan yang mengatur serta 

belum ada peraturan daerah khusus terkait perlindungan hak ulayat atas 

hutan adat yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi 

Papua.

b. Kendala  teori

Pemerintah pusat baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif 

dalam penerapan peraturan maupun kebijakan lebih mengedepankan 

teori kekuasaan negara. Hal tersebut telah mengesampingkan teori 

partisipasi,teori sisi kebijakan, teori pelaksanaan sehingga  pemerintah 

Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua  tidak mendapatkan ruang yang 

Provinsi Papua tellahah memberikak n n pepengakuan terhadap hak-hak dasar 

masyarakkatat hukum adat namun dalam m pelaksanaanya belum 

seeppenuhnya menjawaabb kekebub tutuhahan n mamasyyarakat hukumm adat menyangkut 

perlindungganan hhaak ulayat atas hutan aadadat.t. PPeraturan Menenteri Negara 

AgAgrarariria yangng ddapat melindungi hak-hak k dadasar mamasyyararaka at hukkumu  adat 

jujustruu memberikan ciri-ciri terkait eksistensi ddana  pelelakaksasanan an hak 

ululayat atas hutan adat oleh masyarakat hukum adad t. PPererdad si danan 

Perdasus yang dikeluarkan pemerintah Provinsi PPapuua a bebelum 

sepenuhnya melindungi hak-hak dasar masyarakat hhuku um adadatt. 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua membenttuk Yayayasanan 

Bina Adat t WaWalelesisi aakakan tetapi belumum aadada ppererataturan yang meengngatur serertata 

belum ada peraturan daerrahah kkhuhusus terkait perlindungan hak ulayaatt atataas 

hutan adat yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jayawijijayaya PrProvovininsi 

PPapua.

b.b Kenddalalaa  teori

Pemerintah ppusat baik llegislatif, eksekutif maupun yudikatif 

dalam penerapan peratut ran maauupun kebijakan lebih mengedepankan 

teori kekuasaan negara. Hal l tersebut telah mengesampingkan teori 

partisipasi teori sisi kebijakkana teori pelaksanaan sehingga pemerintah
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memadai sehingga dapat menimbulkan adanya dualisme 

kepemimpinan.  

c. Kendala operasional 

Kurangnya pemahaman masyarakat hukum adat Kabupaten 

Jayawijaya Provinsi Papua terhadap peraturan perundang-undangan 

tingkat pusat hingga tingkat daerah mengakibatkan tidak terlaksananya 

penerapan perundang-undangan dengan baik, sehingga dapat 

menimbulkan konflik menyangkut dualisme kepemimpinan. kurangnya 

sosialisasi terkait permasalahan  hak ulayat, belum sepenuhnya 

terlaksana kegiatan pemetaan batas-batas wilayah, perbedaan beberapa 

lembaga-lembaga adat non pemerintah dan pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya Provinsi Papua mengakibatkan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan belum terlaksana dengan baik. 

3. Upaya mengatasi kendala-kendala pengakuan hak ulayat atas hutan 

adat, yakni :

a. Upaya Mengatasi Kendala Dari Segi Perundang-Undangan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kebijakan hukum dari 

tingkat pusat sampai pada tingkat daerah menyangkut pengakuan 

terhadap hak-hak masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat, perlu 

diupayakan perubahan terhadap UUPA oleh pihak yang memiliki 

kewenangan yakni pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Perubahan ini merujuk kepada pengakuan hak ulayat yang secara jelas 

sudah diatur dalam UUD 1945 dan UUPA maupun beberapa peraturan 

c. Kendala operasionanall 

KuKurangnya pemahaman masyarakatat hukum adat Kabupaten 

Jaayyawijaya Provinsi Paapupua teterhrhadadapap peraturan pererunu dang-undangan 

tingkat pusasat hihinngga tingkat daerah h mengngakakibibatkan tidak teterlaksananya 

pepenenerarapan peperundang-undangan dengagan n baaikik, ssehinggaa dapat 

mem nimmbulkan konflik menyangkut dualisme kepeemim mpinnanan. . kukuranggnya 

sososialisasi terkait permasalahan  hak ulayat, belulum sesepepenuhnyya 

terlaksana kegiatan pemetaan batas-batas wilayah, perbedad ann bbebebere apa 

lembaga-lembaga adat non pemerintah dan pemerintahh Kabupatetenn 

Jayawijaya Provinsi Papua mengakibatkan pelaksanaann peraatturaann 

perundangg-unundadangnganan belum terlaksksananaa dedengnganan baik. 

3. Upaya mengatasi kendalalaa-kekenndala pengakuan hak ulayat atas huhutatann 

adat, yakni :

a. UUpaya MeMengngatatasi Kendndalalaa DaDariri SSegi Perundndanang-g UUnddangan

BBerdasarkan annala isis terrhhadap berbagaiai kkebebijjakanan hhukum dari

tingkat pusat sampaii pada tinggkat daerah menyangkut pengakuan 

terhadap hak-hak masyyarakat huukum adat termasuk hak ulayat, perlu 

diupayakan perubahan ttere haaddap UUPA oleh pihak yang memiliki 

kewenangan yakni pemerinntah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat
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lainnya akan tetapi dalam pelaksanaannya pengakuan tersebut belum 

berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Maka diupayakan agar 

adanya perubahan terkait pasal-pasal yang telah mengesampingkan hak-

hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan yakni Pasal 3 UUPA 

serta adanya pasal yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan 

hak ulayat masyarakat hukum adat. 

b. Upaya Mengatasi Kendala Teori 

Upaya dalam mengatasi kendala teoretis dengan penerapan 

desentralisasi asimetris dalam rangka menjawab berbagai persoalan 

yang dihadapi. Menyangkut upaya mengatasi kendala teoretis maka 

harus terlaksananya teori partisipasi, teori kebijakan, dan teori 

pelaksanaan yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Jayawijaya 

Provinsi Papua mengupayakan agar adanya keterlibatan dalam 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari tingkat Pusat. 

c. Upaya Mengatasi Kendala Oprasional 

Dibentuknya Yayasan Bina Adat Walesi Kabupaten Jayawijaya 

Provinsi Papua sebagai kerjasama pemerintah Provinsi/Kabupaten 

dengan masyarakat hukum adat untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat hukum adat mengenai peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya Provinsi Papua.  

Persoalan yang  diupayakan pemerintah dengan memberikan 

sosialisasi agar masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi 

adanya perubahan ttererkakait pasal-passalal yyang telah mengesampingkan hak-

hak masysyaarakat hukum adat yang bersangkukutatan yakni Pasal 3 UUPA 

seertrta adanya pasal yana g g sesecaarara kkhuhususus mengatur menengenai pengakuan 

hak ulayatt mmasasyayarakat hukum adat. 

b. UpUpayaya a Mengngatataasi Kendala Teori 

Upaya dalam mengatasi kendala teorettisis dengagan n pep neraapap n

dedesentralisasi asimetris dalam rangka menjawab bererbagaai i pepersoalaan n

yang dihadapi. Menyangkut upaya mengatasi kendala tet orretetisis mmaka 

harus terlaksananya teori partisipasi, teori kebijakan, dan teorori 

pelaksanaan yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Jayawiwijayaya 

Provinsi PPapapuaua mmene gupayakan agagarar aadadanyya keterlibbatataan dallamam 

mengeluarkan kebijakan-k-kebe ijijaakan dari tingkat Pusat. 

c. Upaya Mengatasi Kendala Oprasional 

DiDibebentnt kuknya YaYayayasasan n BiBinna Adat WaWalelesisi KK babupaten JJayayawawijaya

Provvininsisi Papua sebaggaia  kerjaassama pemerintatahh Provininsisi/K/Kabupaten 

dengan masyarakat huukkum adat uuntuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat hukum adat mmengenai peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah h puusat maupun pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya Provinsi Papua
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Papua dapat memahami maksud dari aturan-aturan hukum  tertulis dan 

maksud dari pemetaan. Tujuan dari pemetaan ini juga agar pemerintah 

bisa mendorong wilayah adat menjadi satu kesatuan wilayah 

pemerintahan supaya tidak ada dualisme kepemimpinan yang sama-

sama mempunyai pengaruh (kepala distrik, kepala kampung atau kepala 

suku).

B. Saran 

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Perlunya penegasan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah 

Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam penerapan peraturan 

daerah agar hak-hak dasar masyarakat hukum adat dilindungi oleh 

hukum dan pemerintah. 

2. Pemerintah  pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki 

kewenangan merancang dan merevisi Undang-Undang, harus 

mengupayakan revisi terhadap pasal-pasal terkait dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

yang mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat seperti 

dalam Pasal 3 UUPA yang memiliki pembatasan serta adanya pasal 

terkait yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan hak ulayat 

atas hutan adat masyarakat hukum adat, mengubah pasal-pasal terkait 

yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang 

mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat  dalam Undang-

bisa mendorong wwililayah adatt mem njadi satu kesatuan wilayah 

pemerintahahan supaya tidak ada dualisme kkepepemimpinan yang sama-

saamma mempunyai penngagaruruh h (k(kepepalala didistrik, kepala kaampm ung atau kepala 

suku).

B.B. Saran 

DDarii kesimpulan-kesimpulan di atas, maka ddapapat ddibibererikikan ssara an 

sebbagai berikut : 

1.1. Perlunya penegasan pemerintah Provinsi Papua danan ppememererini tah h

Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam penerapaan peraturarann

daerah agar hak-hak dasar masyarakat hukum adat dilinndungi i olehh k

hukum dann pepememeririntntahah.

2. Pemerintah  pusat dan DeDewwan Perwakilan Rakyat yang memmililikiki

kewenangan merancang dan merevisi Undang-Undndanang,, hhararus 

menguppayayakakanan revisii teterhrhadadapap pasal-ppasasalal terkkaitit ddalam UUndndang-

Undadangng Nomor 5 Tahhuun 1960 ttentang Peraturarann Dasar PoPokkok-Pokok 

yang mengesampingkaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat seperti 

dalam Pasal 3 UUPA yang meemmiliki pembatasan serta adanya pasal 

terkait yang secara khusuus mmeengatur mengenai pengakuan hak ulayat 

atas hutan adat masyarakatt hukum adat mengubah pasal-pasal terkait



95 
 

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan 

undang-Undang Sektoral  dan juga revisi terhadap Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

yang belum benar-benar melindungi hak-hak dasar dari masyarakat 

hukum adat. 

3. Perlunya penerapan asas desentralisasi asimetris agar ada kesesuai 

peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah 

karena pada hakikatnya asas desentralisasi asimetris merupakan 

pedelegasian kewenangan dari tingkat pusat kepada daerah.  Pemerintah 

Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua harus mengeluarkan Peraturan 

Daerah Khusus yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat tidak terjadi dualisme kepemimpinan.

Nomor 21 Tahun 22000011 tentang OtOtononomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

yang bellumum benar-benar melindungi hak-hahak k dasar dari masyarakat 

huukkum adat. 

33. Perlunya ppennereraapan asas desentrallisasisi aasisimmetris agar aadad  kesesuai

peperaratuturran peerurundndang-undangan dari tingkakat t pup sat t hihingnggga tingkatat daerah

kak renana pada hakikatnya asas desentralisasi aasimetrrisis mmerupaka an 

ppedelegasian kewenangan dari tingkat pusat kepada daeerah.  PPememerintaah 

Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua harus mengeluarkrkan PePeraratturan 

Daerah Khusus yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakkaat 

hukum adat tidak terjadi dualisme kepemimpinan.
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